SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 28/Kpts/KPU-Kab-01 2.329461/2015
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 lentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Waki] Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komis; Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Nomor: ISK’Kpts.fKPU—KabeI2.32946H2015 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Waki] Bupati
Klaten Tahun 201 5:

¢. bahwa berdasarkan hal tersebut pada  huruf a dan huruf b, perly
menetapkan  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
lentang Penetapaan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan
Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Waki] Bupati dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015:

Mengingat 1 Undangi‘ndang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provins;
Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peratyran Negara Tahun 1950);

2, [_IndangnUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-lfndang Nomor 2 Tahypn 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189):

4, Undang-[h]dang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas;
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3588) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3678);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 0]
Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008:

I1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atay Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);

13. Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten  Klaten
Nomor:lprts:’KPU—Kabe12.329461f2[}l5 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakijl Bupati Klaten
Ttahun 2015
14. Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:
I5/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
, Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
Memperhatikan : 1. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Klaten Nomor 165/ID] Cab.
Klaten/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Pemeriksaan Kesehatan Calon
Bupati dan Waki] Bupati Klaten;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
tanggal 8 Juli 2015:



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TENTANG PENETAPAAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP)
DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN SEBAGAI TEMPAT
PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;

: Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradii Tirtonegoro

Klaten Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani secara
menyeluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan

kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2015;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Klaten
pada tangal 8 Juli 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN
TTD

SITI FARIDA

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

WAHYU AGUSTINI
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